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TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2002 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
 
Menimbang : a.

 bahwadalamrangkaadanyapenambahandanataupengurang
anAnggaranPendapatandanBelanja Daerah yang 
telahditetapkandenganPeraturan Daerah Nomor 01 Tahun 
2002 tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, 
makaperludilakukanpenyesuaian-
penyesuaianmelaluiPerubahanAnggaran Daerah; 

 
  b. bahwaDewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi 

Tengah 
telahmemberikanpersetujuandenganKeputusanDewanPerwa
kilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 35 / 
DPRD / 2002, tanggal 27 September 2002 
tentangPersetujuanatasPenetapanPeraturan Daerah 
tentangPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002; 

 
  c.

 bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddal
amhuruf a dan b, perlumembentukPeraturan Daerah 
tentangPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002. 

 
Mengingat : 1. Undang-undangNomor 13 Tahun1964 

tentangPembentukanPropinsi Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, 
TambahanLembaran Negara Nomor 2687); 

  2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1985 
tentangPajakBumidanBangunan (Lembaran Negara Tahun 



1985 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, 
TahunLembaran Negara Nomor 3569): 

  3. Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah 
danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
41, TambahanLembaran Negara Nomor 3685), 
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
TambahanLembaran Negara Nomor 4084); 

  4. Undang-UndangNomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
PerolehanHakatas Tanah danBagunan( Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 44, TambahanLembaranNomor 3688); 

  5. Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan 
Daerah (LembaranNegaraTahun 1999 Nomor 60, 
TambahanLembaran Negara Nomor 3839); 

  6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 1999 
tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan 
Daerah (Lemabaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
TambahanLembaran Negara Nomor 3848); 

  7. PeraturanPemerintahNomor 25 Tahun 2000 
tentangKewenanganPemerintahdanKewenanganPropinsiseba
gai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
54, TambahanLembaran Negara Nomor 3952); 

  8. PeraturanPemerintahNomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2011, 
TambahanLembaran Negara Nomor 4021); 

  9. PeraturanPemerintahNomor 105 Tahun 2000 
tentangPengelolaandanPertanggungJawabanKeuangan 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, 
TambahanLembaran Negara Nomor 4022); 

  10. PeraturanPemerintahNomor 106 Tahun 
2000tentangPengelolaandanPertanggungJawabanKeuangand
alamPelaksanaanDekonsentrasidanTugasPembantuan 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, 
TambahanLembaran Negara Nomor 4023); 

  11. PeraturanPemerintahNomor 107 Tahun 2000 
tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun2000 
Nomor 204, TambahanLembaran Negara nomor 4024); 

  12. PeraturanPemerintahNomor 109 Tahun 2000 
tentangKedudukanKeuanganKepala Daerah danWakilKepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, 
TambahanLembaran Negara Nomor 4028); 


